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ABSTRAK 
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Fakultas/Prodi  : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah 

Judul                           : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 

Banda Aceh No: 21/G/2020/PTUN.BNA Tentang 

Sertifikat Tumpang Tindih Dalam Perspektif Al-

Milkiyyah dan Kompilasi Hukum Islam 

Tanggal Sidang : 19 Januari 2026 

Tebal Skripsi  : 90 Halaman  

Pembimbing I  : Dr. Bismi Khalidin S, Ag M.Si 

Pembimbing II : Azmil Umur, M.A 

Kata Kunci                  : Putusan PTUN, Sertifikat Tumpang Tindih, Al-

Milkiyyah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Sengketa pertanahan masih sering muncul di Indonesia, salah satunya kasus 

penerbitan sertifikat tumpang tindih tanah yang menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 

21/G/2020/PTUN.BNA memutus perkara antara pemegang Hak Guna Bangunan 

(HGB) Nomor 571 atas nama Akim Ali dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 

Nomor 226 atas nama Taliman yang saling tumpang tindih. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan SHM 

tersebut serta meninjaunya dari perspektif al-milkiyyah dan Kompilasi Hukum 

Islam. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual, menggunakan metode library research dengan 

mengkaji putusan pengadilan, literatur fikih, dan peraturan perundang-undangan 

yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SHM Nomor 226 cacat 

administrasi karena bertentangan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PP 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam perspektif al-

milkiyyah, kepemilikan hanya sah apabila diperoleh melalui sebab-sebab yang 

dibenarkan syara’ (asbāb al-milkiyyah), seperti jual beli, hibah, warisan, atau 

ihyā’ al-mawāt. SHM Nomor 226 termasuk kategori al-milk al-bāṭil karena 

merugikan pihak lain. Putusan hakim yang membatalkan sertifikat tersebut 

selaras dengan prinsip syariah dan KHI yang menekankan perlindungan hak milik 

dan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan adanya 

harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan 

perlindungan terhadap hak kepemilikan, serta menegaskan pentingnya 

asas inkracht van gewijsde dalam menjamin finalitas dan kepastian hukum. 
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TRANSLITERASI ARAB LATIN  

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 

1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 

Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.  AdapunPedoman Transliterasi 

yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan  

No. Arab Huruf Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 

 ṭ ط 16

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 B ب 2

 

 ẓ ظ 17

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع  T  18 ت 3

 Ś ث 4

s dengan 

titik di 

atasnya 

 gh غ  19

 

  f ف  J  20 ج 5

 ḥ ح 6

h dengan 

titik di 

bawahnya 

 q ق 21

 

  k ك  Kh  22 خ 7

  l ل D  23 د 8

 Ż ذ 9

z dengan 

titik di 

atasnya 

 m م 24

 

  n ن  R  25 ر 10

  w و Z  26 ز 11



 

 ix 

  h ه S  27 س 12

  ’ ء Sy  28 ش 13

 Ş ص 14

s dengan 

titik di 

bawahnya 

 y ي 29

 

 ḍ ض 15

d dengan 

titik di 

bawahnya 

   

 

 

2. Konsonan 

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:   

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

 fatĥah a a 

 

 kasrah i i 

 

 ďammah u u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama 
 

 fatĥah dan yā’ ai a dan i 

 

 fatĥah dan wāu au a dan u 

 

Contoh: 

  ,kaifa =      كيف

 haula =      هول

 

 



 

 x 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya Ā ا َ/ي

 Kasrah dan ya Ī ي َ

 Dammah dan wau Ū وَ 

 

Contoh: 

 qāla =    قاَلَ 

 ramā =   رمَيَ

 qīla =   قيِْلَ  

 yaqūlu =   يقَوْل  

4. Ta' Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta' marbutah ( ة) hidup 

Ta' marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta' marbutah ( ة) mati  

Ta' marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta' marbutah ( ة) diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' 

marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : الَْْطْفَالْرَوْضَة  

 /al-Madīnah al-Munawwarah : الْم نَ وَّرةَْالْمَدِيْ نَة   

  al-Madīnatul Munawwarah   

 Ṭalḥah : طلَْحَةْ  
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5.  Kata sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik 

diikuti huruf syamsiyyah maupunhuruf qamariyyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh : 

 Asy-syamsu : الشَّمْس  

 Az-zalzalah : الزَّلْزلََة  

  Al-falsafah : الفَلْسَفَة  

 Al-bila'du : البِلَاد  

6. Syaddah (tasydῑd) 

Syaddah atau tasydῑd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah 

tanda, tanda Syaddah atau tasydῑd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah itu. 
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Contoh : 

 Rabbana : ربَ َّنَا

 nazzala : ن َّزَل

 Al-hajj : الَْْج  

 aduwwun‘ : عَد و  

7. Hamzah 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya  berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 

 Ta’khużu : تأْ خ ذ  

 Al-nau’u : الن َّوْء  

 Syai’un : شَيْء  

 Inna :   إِنَّ 

8. Penulisan Kata  

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh : 

َق يْنَ  از  َالرَّ َخيْر  َالله َل ه و  إ َنَّ  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn :  و 

 Bismillāhi majrehā wa mursāh :     بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ م رْسَاهَا

 

9. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 



 

 xiii 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

 Contoh :  

 Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn :  الْْمَْد  لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm :          الرَّحْْٰنِ الرَّحِيْمِ   
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan.  
Contoh : 

 Allaāhu gafūrun rahīm : الله  غَف وْر  رَحِيْم   
ي ْعًا لِ ِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jami’an :  الأ م وْر  جََِ

 

10. Tajwid  

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid 

Catatan : 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus besar bahasa indonesia  

tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.   
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BAB SATU  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tanah memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan manusia, baik 

sebagai kebutuhan pokok maupun sebagai penunjang kegiatan ekonomi. 

Meskipun tanah utamanya digunakan untuk perumahan, pertanian, dan 

perkebunan, tanah juga dimanfaatkan secara ekonomi sebagai aset investasi dan 

untuk keperluan bisnis, seperti membangun toko, hotel, dan fasilitas lainnya. 

Kepastian hukum terkait kepemilikan tanah sangat penting karena dianggap 

sebagai harta tak bergerak. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 

memuat peraturan tentang keabsahan kepemilikan tanah. Sebagai tanggapan, 

pemerintah juga telah menetapkan aturan terkait pembuktian otentik hak atas 

tanah, termasuk hak guna usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), serta 

hak milik tetap seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli.1 

Legalitas kepemilikan sangat penting ditetapkan oleh pemerintah untuk 

memberi rasa aman atas penguasan hak milik sehingga seluruh masyarakat 

sebagai warga negara yang memiliki syarat-syarat tertentu dapat memperoleh akta 

atau sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tersebut. Dalam ketentuan agraria, 

peraturan utama yang mengatur tentang legalitas dan hak milik atas tanah adalah 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).  

Dalam sistem Hukum Tanah Nasional, dikenal berbagai jenis hak 

penguasaan atas tanah. Hak Bangsa Indonesia, hak penguasaan dengan unsur 

hukum perdata dan hukum publik, merupakan salah satu yang paling dikenal. 

Ketentuan terkait hal ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA).2 

 
1 Ardiles Eric Panget. "Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertifikat Hak Milik 

Ganda." Lex Administratum 1, no. 3 (2013). hlm. 43. 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 



 
 

 

2 

Hak menguasai dari negara yaitu hak ini dimiliki oleh Negara dan 

memiliki aspek yang bersifat publik. Regulasi hak ini dapat ditemukan dalam 

Pasal 2 UUPA. Hak-hak atas tanah sebagai hak individu: Semua hak penguasaan 

atas tanah oleh individu, baik yang bersumber secara langsung maupun tidak 

langsung dari hak bangsa. Ini diatur dalam Pasal 16 UUPA dan Pasal 53 UUPA. 

Wakaf: Hak milik yang telah diwakafkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 49 UUPA. Hak Jaminan atas tanah yang dikenal sebagai hak 

tanggungan: Hak-hak jaminan yang terkait dengan tanah, diatur dalam Pasal 25, 

Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA.3 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), 

pengelompokan tanah di Indonesia dibedakan menjadi tiga jenis utama, 

yaitu tanah negara, tanah hak, dan tanah adat. Properti negara yang dapat 

didistribusikan untuk kepentingan umum dikenal sebagai tanah negara. Menurut 

hak yang diakui secara hukum, tanah dapat dikuasai secara sah oleh orang, 

organisasi, atau pemerintah. Di sisi lain, tanah adat adalah tanah yang dimiliki 

dan digunakan oleh penduduk asli sesuai dengan hukum adat yang diakui negara. 

UUPA mengakui dua kategori hak milik dalam kaitannya dengan kepemilikan 

tanah: hak guna tanah dan hak milik atas tanah. Hak yang paling kuat adalah hak 

milik, yang memberikan pemilik tanah kendali penuh atasnya. Untuk jangka 

waktu tertentu, hak guna tanah memberi pihak lain kemampuan untuk 

menggunakan tanah tersebut, misalnya, untuk tujuan pembangunan atau 

komersial.4  

Adapun beberapa peraturan yang relevan mengatur tentang sertifikat 

tumpang tindih yang ada di Indonesia umumnya terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok- pokok agrarian UUPA terdapat pada pasal 

 
3 Zuman Malaka,. "Kepemilikan tanah dalam konsep hukum positif indoensia, hukum 

adat dan hukum islam." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 21, no. 1 

(2018): hlm.106-107. 
4 Rahmat Ramadhani. "Dasar-Dasar Hukum Agraria." Kumpulan Jurnal Dosen 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019). hlm. 9-15 
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36 membahas tentang sertifikasi ganda atau tumpang tindih dalam situasi ini BPN 

memiliki wewenang untuk mengadakan pendaftaran ulang dan menyelesaikan 

masalah tumpang tindih. Selain itu peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah menyebutkan tentang prosedur dan tata cara 

pendaftaran tanah, yang juga relevan dalam penanganan sertifikat tumpang 

tindih.5 Pemerintah juga memperbarui pengaturan pendaftaran tanah melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang menegaskan mekanisme 

pembatalan sertifikat hak atas tanah yang cacat administrasi atau tumpang tindih.6 

Al-milkiyyah al- fardiyyah kepemilikan pribadi mengacu pada hak syariah 

yang memungkinkan pemiliknya memanfaatkan barang, baik dengan 

menyewakannya atau menggunakan sendiri, serta mendapatkan imbalan dari 

penggunaan tersebut. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi melalui berbagai 

transaksi seperti jual beli, gadai, dan lainnya. Hak kepemilikan berasal dari izin 

syariah dan sebab yang diberikan oleh syariah, misalnya kepemilikan tanah 

berdasarkan hukum syariah.7  

Wabah Az-Zuhaili menegaskan bahwa prinsip-prinsip Islam mewajibkan 

kepemilikan pribadi diperoleh secara sah. Selama kepemilikan tersebut diperoleh 

secara sah dan sesuai dengan hukum Islam, hak kepemilikan pribadi diakui dan 

dijunjung tinggi dalam Islam. Properti yang diperoleh melalui cara-cara yang 

dilarang menurut agama Islam tidak dilindungi oleh Islam; dengan kata lain, 

properti yang diperoleh secara ilegal atau bertentangan tidak diakui oleh hukum 

Islam. Para ulama Mazhab Islam memiliki definisi kepemilikan sebagai berikut: 

 

 
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. 
7 Wedi Pratanto Rahayu. "Konsep kepemilikan dalam Islam." Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu 

Syari'ah 7, no. 1 (2020). hlm. 83 
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Menurut mazhab Hanafi menganggap kepemilikan sebagai hak mutlak 

sesorang terhadap suatu objek serta membedakan antara kepemilikan individu 

yang sempurna (al-milk at-tam) dan kepemilikan yang tidak sempurna yang 

memiliki beberapa pembatas (al-milk an-naqish) serta menurut ulama Hanafiyyah 

kepemilikkan lebih umum daripada harta dan Kepemilikan manfaat atau hak 

penggunaan yang bersifat sementara dan tidak permanen menurut ulama 

Hanafiyyah  tidak dapat diwariskan. Mazhab Maliki mengakui hak kepemilikan 

individu dan menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain. Konsep 

hakimah juga digunakan untuk menjelaskan kepemilikan yang bisa diwariskan. 

Mazhab Syafi’I memandang kepemilikan sebagai hak individu, tetapi memiliki 

pandangan ketat terkait dengan bagaimana cara harta tersebut diperoleh haram 

atau halal jika harta tersebut haram maka harta tersebut tetap menjadi hak milik 

individu akan tetapi harta tersebut harus disucikan melalui cara yang sah. Mazhab 

Hanbali sangat menekankan agar harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan 

mengharamkan harta yang diperoleh melalui cara yang haram. Perbedaan 

pandangan terkait kepemilikan pribadi hanya mengarah dalam masalah-masalah 

tertentu di kepemilikan atau hak milik pribadi akan tetapi secara umum ulama 

mazhab sepakat bahwa kepemilikan pribadi sangat dihormati secara syara’, baik 

cara memperolehnya maupun cara menggunakannya karena syara’ menolak 

kepemilikan harta yang diperoleh dengan cara yang haram.8 

Untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada pemegang hak 

atas tanah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, pendaftaran tanah 

dilakukan. Pemegang hak atas tanah memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat 

dengan mendaftarkan dan menerima sertifikat. Untuk menjamin kepastian hukum 

terkait hak atas tanah, pemerintah wajib mendaftarkan tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

 
8 Wahbah Azzuhaili. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu 06." Depok: Gema Insani Press (2010). 

hlm. 473-474 
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Pokok-Pokok Hukum Agraria (UUPA) yang bertujuan untuk menjamin kepastian 

hukum atas tanah tersebut di seluruh Indonesia.9  

Menurut UUPA sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yang merupakan landasan 

hukum pertanahan di Indonesia. Sesuai definisi sertifikat sebagai alat bukti yang 

kuat, kecuali Pengadilan membuktikan sebaliknya, data fisik dan data hukum 

yang sesuai dengan data yang tercantum dalam Buku Tanah dan Surat Ukur yang 

bersangkutan harus dianggap sebagai data yang akurat. Karena data yang diambil 

berasal dari surat ukur dan buku tanah, maka data fisik dan data hukum yang 

tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang akurat sepanjang tidak 

dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini berlaku baik dalam perkara hukum sehari-

hari maupun litigasi pengadilan. Dengan demikian, data yang tercantum harus 

benar-benar sesuai dengan surat ukur yang bersangkutan. "Sertifikat merupakan 

alat bukti hak yang sah yang menjadi alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan 

data hukum yang tercantum di dalamnya, sepanjang data fisik dan data hukum 

tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam Surat Ukur dan Buku Tanah 

hak-hak yang bersangkutan," demikian bunyi Pasal 32 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.10 

Untuk menciptakan kejelasan hukum di bidang pertanahan, Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) memuat persyaratan dalam Pasal 

32. Pemerintah harus menggunakan suatu sistem, yaitu sistem publikasi negatif, 

untuk melakukan pendaftaran.11 Secara khusus, tanah yang bersertifikat atas nama 

orang atau badan hukum tidak dapat diklaim oleh siapa pun, menurut ayat (2) 

Pasal 32 PP 24/1997. Untuk menghasilkan sertifikat hak atas tanah, salinan buku 

 
9 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Prenada Media Group, 

Jakarta (2010), hlm. 248. 
10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 
11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Djambatan, Jakarta (2003), hlm. 482. 
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tanah atau dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan hukum dan 

fisik dari suatu objek yang terdaftar dengan hak dijilid menjadi satu dengan 

sampul yang telah diputuskan dalam bentuknya. Mengingat bahwa pemilik tanah 

dapat menuntut kembali hak mereka jika terjadi pelanggaran, jelas bahwa 

seseorang dengan sertifikat hak atas tanah akan merasa aman tentang keabsahan 

hak atas properti mereka.12 

Aset didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dikelola, 

dan dialihkan; termasuk benda berwujud dan tidak berwujud, benda terdaftar dan 

tidak terdaftar, benda bergerak dan tidak bergerak, serta hak yang memiliki nilai 

ekonomi hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1, 

Ayat (9).13 Menurut syariah, aset pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

memiliki nilai, berwujud, sesuai dengan fitrah manusia pada umumnya, dapat 

dimiliki, disimpan, dan digunakan dalam konteks hukum. Contohnya meliputi 

modal usaha, pinjaman, hibah, konsumsi, sedekah, zakat, dan sebagainya. 

Ciri-ciri ini memperjelas bahwa harta atau kekayaan memiliki dua asasiah: 

a. Ainiyah, yang berarti terdapat kekayaan di dunia nyata (a'yan). Dengan 

demikian, keuntungan dari rumah yang dikelola manusia dianggap 

sebagai properti atau hak, alih-alih kekayaan. 

b. Urufiah, yang merujuk pada segala sesuatu yang dianggap harta atau 

kekayaan oleh semua atau sebagian manusia. Tidak ada sesuatu pun, baik 

materi maupun non-materi, yang dikelola oleh manusia kecuali mereka 

menginginkan manfaatnya. 

 

 

 
12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 
13 Masrina, Dewi Maharani, Verina Ayustrialni, “Konsep Harta dan Kepemilikan dalam 

perspektif Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9,no 1 (2023) 

hlm 4. 
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Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa Kepemilikan harta 

(tanah) itu sendiri dalam hukum Islam yang menandakan hubungan antara 

manusia dan harta yang menjadikan harta itu secara khusus melekat padanya.  

Berdasarkan definisi ini, perolehan properti oleh seorang individu dengan cara 

yang sah, memberikan hak kepadanya untuk memiliki nilai eksklusif dengan 

properti itu, menggunakan atau menanganinya selama tidak ada hambatan. 

Menurut firman Allah SWT sesungguhnya seluruh harta atau kekayaan adalah 

milik Allah SWT seperti tercantum dalam firmannya ayat Al-Quran Surat Al-

Maidah ayat 20.14 

Deingan deimikian, dapat dinilai positif bahwa Peiratuiran Meinteiri Neigara 

Agraria/Keipala Badan Peirtanahan Nasional Nomor 3 Tahuin 1997, yang 

meiruipakan peiratuiran peilaksanaan dari Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 

1997, hanya meinsyaratkan alat buikti yang sangat ringan, yaitui alat buikti saksi, 

dalam proseis peineirbitan seirtifikat tanah, kareina seirtifikat tanah meiruipakan alat 

buikti yang sangat peinting bagi suibjeik huikuim hak atas tanah. Teirleibih lagi, 

Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997 teilah meimpeirkeinalkan asas 

keipastian huikuim seibagaimana diatuir dalam Pasal 32, yang meinceirminkan 

peiruibahan sisteim peindaftaran tanah di Indoneisia meinjadi sisteim neigatif pluis. 

Alasan peineirbitan seirtifikat tanah teirkadang dapat meinimbuilkan seingkeita tanah. 

Beirdasarkan keiteintuian Uindang-Uindang Pokok Agraria dan peiratuiran 

peilaksanaannya, teirmasuik Peiratuiran Peimeirintah Nomor 10 Tahuin 1961 dan 

Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997, seirtifikat ini tidaklah muitlak dan 

tidak seimpuirna. Akan teitapi, hal ini tidak meinguirangi keiteirangan dalam 

 
14 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jil. 4, 

hlm. 15–17. 
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keiabsahan huikuim seirtifikat teirseibuit. Keicuiali ada buikti lain yang meinyatakan 

seibaliknya, hakim haruis meinganggap informasi teirseibuit seibagai fakta.15 

Seirtifikat meiruipakan alat peimbuiktian hak yang ampuih, seisuiai deingan 

Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997, Pasal 32 ayat (1). Namuin, 

beirdasarkan ayat (2) pasal teirseibuit, jika seibidang tanah teilah dibeirikan seirtifikat 

atas nama orang ataui badan huikuim yang seicara sah meimpeiroleih dan meinguiasai 

tanah teirseibuit, maka pihak lain yang meirasa meimiliki hak atas tanah teirseibuit 

tidak dapat lagi meinuintuit hak teirseibuit jika dalam waktui lima (lima) tahuin seijak 

tanggal peineirbitan seirtifikat, meireika tidak meingajuikan guigatan kei peingadilan 

meingeinai peinguiasaan tanah ataui peineirbitan seirtifikat teirseibuit, ataui meingajuikan 

keibeiratan teirtuilis keipada peimeigang seirtifikat dan keipala Kantor Peirtanahan yang 

beirsangkuitan.16 

Peirkara yang diajuikan oleih Peingguigat Akim Ali pada tanggal 9 Juini 2020 

teilah didaftarkan di Keipaniteiraan Peingadilan Tata Uisaha Neigara Banda Aceih dan 

dinyatakan leingkap pada tahap peimeiriksaan peirsiapan, beirdasarkan Puituisan 

Nomor: 21/G/2020/PTUiN.BNA. Beirdasarkan pokok guigatan, seirtifikat hak atas 

tanah Nomor 226 tanggal 22 Juini 2010 yang beirdasarkan Suirat Uikuir Nomor: 

17/2010 tanggal 10 Juini 2010 deingan luias 425 M2 atas nama Taliman seibagai 

Teirguigat, yang teirleitak di Deisa Kota Kuiala Simpang, Kabuipatein Aceih Tamiang, 

Provinsi Aceih, meiruipakan pokok guigatan a-quio. Uiji proseiduir peineirbitan 

Seirtifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 226 tanggal 22 Juini 2010 beirdasarkan 

Suirat Uikuir Nomor: 17/2010 seiluias 425 M2 atas nama Taliman dibahas dalam 

bagian teintang keiweinangan meingadili di lingkuingan Peiradilan Tata Uisaha 

Neigara. Uiji ini dilakuikan oleih Badan/Peijabat Tata Uisaha Neigara seibagai beintuik 

 
15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

 
16 Belladina, Bianca, Yani Pujiwati, and Betty Rubiati. "Kepastian Hukum Produk 

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Terkait Tumpang Tindih Sertifikat (Overlapping) 

Serta Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan Overlap." Juris 

and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora 1.1 (2021) hlm 119-130. 
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peingawasan yuiridis deingan objeik seingkeita beiruipa peineitapan teirtuilis 

seibagaimana dimaksuid dalam keiteintuian Pasal 1 angka 9 Uindang-Uindang Nomor 

51 Tahuin 2009 teintang Peiradilan Tata Uisaha Neigara.17 

Beirdasarkan informasi yang didapatkan meilaluii wawancara yang peinuilis 

lakuikan beirsama salah satui peigawai kantor BPN, kasuis seirtifikat tuimpang tindih 

adalah salah satui kasuis paling banyak yang teirjadi di BPN kota Banda Aceih hal 

ini teirjadi dikareinakan muisibah tsuinami dimana data- data seirtfikat di kantor BPN 

keibanyakan hilang dikareinakan muisibah tsuinami teirseibuit seirta di bawah tahuin 

2011 sisteim kompuiteirisasi kantor BPN masih beiluim seimpuirna. Hal lain yang 

meinyeibabkan teirjadinya kasuis seirtifikat tuimpang tindih yaitui dimana adanya 

beibeirapa faktor anatara lainnya kuirangnya peimantauian dan peirhatian peimilik 

tanah yang dimana teirjadinya keisalahpahaman yang seiring dilakuikan masyarakat 

deingan meingakuii bahwa seirtifikatnya hilang dan meimbuiat suirat keihilangan dan 

meilaporkan keipada kantor BPN uintuik dibuiatkan seirtifikat barui padahal 

seirtifkatnya tidak hilang meilainkan digadaikan atauipuin di lain kasuis adanya 

orang yang meingakuii meimiliki huibuingan deingan si peimilik tanah yang suidah 

meininggal dan meingakui seibagai ahli waris deingan meimbuiat suirat keiteirangan ahli 

waris ataui suirat peineitapan ahli waris yang dikeiluiarkan oleih peingadilan 

Mahkamah Syariah, keimuidian meilakuikan peirmohonan keipada kantor BPN agar 

diteirbitkan suirat barui atas nama orang teirseibuit ini juiga bisa teirjadi karna adanya 

keisalahan peimilik tanah dalam meingeilola tanah teirseibuit seihingga adanya 

keiseimpatan bagi pihak lain uintuik meingambil alih ataui meindaftarkan tanah 

teirseibuit. Hal ini meinyeibabkan juiga keitidakakuiratan data dan informasi yang 

dapat meinimbuilkan seirtifikat tuimpang tindih teirseibuit. 18 

 

 
17  Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.BNA 
18 Wawancara dengan Mila Hayati, Pegawai BPN Kota Banda Aceh Tanggal 11 

Desember 2023 di Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh  
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Faktor lainnya yaitui keireintanan dalam sisteim administrasi yang 

diseibabkan oleih kuirang validasi dan veirifikasi data seirta reindahnya peinguiasaan 

teiknologi dan kuirangnya peingguinaan teiknologi dalam sisteim basis data yang 

meinimbuilkan seirtifikat tuimpang tindih. Seilanjuitnya beidasarkan informasi yang 

didapatkan peinuilis meilaluii wawancara teirseibuit peineintuian oteintifikasi seirtfikat 

keipeimilikan tanah tuimpang tindih yang dilakuikan oleih kantor BPN yaitui dapat 

dilakuikan seicara langsuing oleih pihak yang beirsangkuitan meilaluii muisyawarah 

ataui meidiasi yang dilakuikan di luiar peingadilan ataui tanpa meidiator deingan keiduia 

beilah pihak sama sama meinyeituijuii keipuituisan akhir yang di ambil beirsama-sama, 

apabila peinyeileisaian tidak teircapai teirjadinya muifakat maka dipeirsilahkan 

meingajuikan guigatan meilaluii peingadilan Tata Uisaha Neigara, seicara 

oteintifikasinya BPN akan meimbatalkan seirtifikat teirseibuit beirdasarkan hasil 

meidiasi ataui keipuituisan yang dikeiluiarkan peingadilan. Jika keiduia suimbeir huikuim 

dimiliki sama kuiatnya maka yang dilihat mana seirtifikat yang teirleibih dahuilui 

dikeiluiarkan beidasarkan tanggal dan tahuin peineirbitannya, ataui meilaluii 

peimeirikasaan dokuimein dan veirifikasi data beiseirta suirat-suirat keipeimilikan 

lainnya uintuik meingideintifikasikan seirtifikat tuimpang tindih, meilakuikan 

inveistigasi lapangan meimastikan batas-batas tanah dan meingkonfirmasi 

keibeiradaan seirtifikat ganda ataui tuimpang tindih, meilakuikan peimbandingan data 

deingan data ataui dokuimein yang ada seipeirti seirtifikat tanah seibeiluimnya dan yang 

barui uintuik meineimuikan oveirlapping ataui seirtifikat tuimpang tindih, meilakuikan 

klarifikasi deingan peimilik dan peirangkat yang teirkait uintuik meimahami 

peirmasalahan teirseibuit.19 

Deingan meilakuikan hal-hal seipeirti peinjeilasan di atas pihak BPN beiruisaha 

meimastikan keiakuiratan dan keiabsahan informasi yang teirdapat dalam seirtifikat 

tanah uintuik meimastikan keiauiteintikan dari seirtifikat yang meimpuinyai masalah 

tuimpang tindih. Maka dari itui, Puituisan Nomor:21/G/2020/PTUiN.BNA bahwa 

 
19 Wawancara dengan Fajar Maulana, Pegawai BPN Kota Banda Aceh Tanggal 11 

Desember 2023 di Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh  
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yang Peingguigat Akim Ali meingajuikan guigatannya teirtanggal 09 Juini 2020 yang 

didaftarkan di Keipaniteiraan Peingadilan Tata Uisaha Neigara Banda Aceih atas 

dasar peinguijian teirhadap proseiduir peineirbitan Seirtifikat Hak Milik Nomor 226, 

teirtanggal 22 Juini 2010 beirdasarkan Suirat Uikuir Nomor:17/2010 deingan luias 425 

M2 atas nama Taliman yang diduiga teirdapat keilalaian atas peingeiluiaran keipuituisan 

dari Peijabat Peirnahanan dalam meingeiluiarkan Seirtifikat Hak Milik yang dalam 

hal ini Peingadilan Tata Uisaha Neigara meimiliki keiweinangan uintuik meimbatalkan 

Seirtifikat Hak Milik teirseibuit jika teirdapat indikasi cacat proseiduiral.20 

 

B. Rumusan Masalah   

Beirdasarkan latar beilakang yang teilah diuiraikan, maka peirmasalahan 

uitama yang ingin dikaji dalam peineilitian ini beirkaitan deingan konflik 

keipeimilikan tanah beiruipa seirtifikat tuimpang tindih yang dipuituiskan dalam 

peirkara di Peingadilan Tata Uisaha Neigara Banda Aceih. Uintuik meimahami 

peirmasalahan teirseibuit seicara meindalam, khuisuisnya dari peirspeiktif al-milkiyyah 

dan Kompilasi Huikuim Islam, maka ruimuisan masalah dalam peineilitian ini 

diruimuiskan seibagai beirikuit: 

1. Bagaimana konseip dan peirspeiktif Al-milkiyyah seirta Kompilasi 

Huikuim Islam dalam puituisan Peingadilan Tata Uisaha Neigeira Banda 

Aceih Nomor: 21/G/2020/PTUiN.BNA? 

2. Bagaimana dasar peirtimbangan huikuim hakim dalam meimuituiskan 

peirkara guigatan seirtifikat tuimpang tindih pada puituisan Nomor : 

21/G/2020/PTUiN.BNA ? 

3. Bagaimana tinjauian Al-milkiyyah dan Kompilasi Huikuim Islam 

teirhadap puituisan hakim Nomor: 21/G/2020/PTUiN.BNA dalam 

wilayah keiweinangan Peiradilan Tata Uisaha Neigara? 

 

 
20 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.BNA 
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C. Tujuan Penelitian 

Peineilitian ini dituijuikan uintuik meinjawab peirmsalahan peineilitian seicara 

ilmiah seisuiai deingan kaidah kaidah riseit. Adapuin tuijuian peineilitian ini seicara 

speisifik adalah seibagai beirikuit: 

 

1. Uintuik meingeitahuii konseip dan peirspeiktif al-milkiyyah dan Kompilasi 

Huikuim Islam dalam puituisan Nomor: 21/G/2020/PTUiN.BNA . 

2. Uintuik meinganalisis dasar peirtimbangan huikuim hakim dalam 

meimuituiskan peirkara guigatan seirtifikat tuimpang tindih pada Puituisan 

Nomor: 21/G/2020/PTUiN.BNA dalam meineintuikan dasar huikuim 

peimbatalan Seirtipikat Hak Milik beirdasarkan Suirat Uikuir Nomor : 

17/2010 tanggal 10 Juini 2010 

3. Uintuik meinganalisis teintang tinjauian konseip al-milkiyyah dan 

Kompilasi Huikuim Islam pada keipeimilikan seirtifikat tuimpang tindih 

beirdasarkan puituisan hakim Peiradilan Tata Uisaha Neigara Banda Aceih 

Nomor: 21/G/2020/PTUiN.BNA.  

 

D. Penjelasan Istilah  

Beirdasarkan keiteintuian peineilitian ilmiah, peineijeilasan istilah peinting 

dilakuikan uintuik meimahamii deifinisi opeirasional dari riseit yang peinuilis lakuikan 

ini. Adapuin istilah-istilah yang peinuilis jeilaskan beirdasarkan variabeil dari riseit ini 

yaitui: 

1. Seirtifikat Tuimpang Tindih 

Seirtifikat tuimpang tindih adalah frasei yang teirdiri dari duia kata yaitui 

seirtfikat dan tuimpang tindih. Seirtifikat beirasal dari Bahasa Inggris yaitui 

ceirtificatei yang beirarti suiatui hal yang teirtuilis ataui tanda yang teirceitak ataui 

peirnyataan dari orang yang beirweiweinang ataui badan yang beirweiweinang yang 

dipeirguinakan uintuik meinyatakan keipeimilikan ataui peinanda atas suiatui keijadian 
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ataui peiristiwa peinting. Seimeintara itui yang dimaksuid deingan tuimpang tindih 

(oveirlapping) yaitui suiatui hal yang beirtuimpuik-tuimpuik, beirsuisuin-suisuin, 

beircampuir aduik dan saling beirbeida. Peingeirtian seirtifikat tuimpang tindih teirseibuit 

seisuiai deingan yang teirdapat pada Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI) bahwa 

peingeirtian seirtifikat adalah seibuiah peinanda ataui peirnyataan atas suiata hal yang 

meimiliki fuingsi uintuik meinyatakan leigalitas keipeimilikan atas suiatui barang ataui 

keimampuian teirteintui seimeitara tuimpang tindih beirarti beirtuimpuik- tuimpuik dan 

saling beirbeida- beida.  

Beirdasarkan uiraian di atas dapat disimpuilkan bahwa seirtifikat tuimpang 

tindih adalah seibuiah peinanda atas leigalitas keipeimilikan suiatui barang yang 

dimana teirdapat tuimpang tindih yang beirarti beirtuimpuik- tuimpuik dan saling 

beirbeida. Dalam hal ini seirtifikat tuimpang tindih keipeimilikan pada tanah teirjadi 

pada wilayah kota Banda Aceih yang meinyeibabkan keisinambuingan atas leigalitas 

keipeimilikan suiatui tanah.21 

2. Keipeimilikan Tanah  

Keipeimilikan tanah adalah frasei yang teirdiri dari duia kata yaitui 

keipeimilikan dan tanah. Keipeimilikan beirasal dari Bahasa Inggris yaitui owneirship 

yang beirarti hak ataui statuis seiseiorang ataui suiatui eintitas teirhadap suiatui barang 

ataui aseit yang dimiliki seipeineiuihnya ataui seibagaiannya, keipeimilikan meincakuip 

meingeindalikan, meingguinakan, dan meimanfaatkan barang ataui aseit teirseibuit 

seisuiai deingan huikuim dan peiratuiran yang beirlakui. Seimeintara itui tanah beirasal 

dari Bahasa Inggris soil yang beirarti peirmuikaan buimi paling atas ataui peirmuikaan 

buimi yang meimiliki batas teirteintui. Peingeirtian keipeimilikan tanah teirseibuit seisuiai 

deingan yang teirdapat pada Kamuis Beisar Bahasa Indoneisai (KBBI) bahwa 

peingeirtian keipeimilikan adalah hak seiseiorang teirhadap suiatui barang ataui aseit 

yang dimiliki seipeinuihnya ataui seibagiannya seimeintara itui peingeirtian dari tanah 

 
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/layan diakses 

pada tanggal 20 Maret 2024 

 

https://kbbi.web.id/layan
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adalah lapisan teiratas di peirmuikaan buimi yang meimiliki batas teirteintui. 

Beirdasarkan peinjeilasan di atas dapat disimpuilkan bahwa keipeimilikan tanah 

adalah hak seiseiorang teirhadap suiatui lapisan peirmuikaan buimi yang di dalam hal 

ini yaitui tanah yang dimiliki seipeinuihnya ataui seibagaiannya.22 

3. Peinyeileisaian  

Peinyeileisaian beirasal dari Bahasa Inggris compleition yang beirarti suiatui 

proseis, cara peirbuiatan, meimeicahkan masalah dalam suiatui proseis ataui peirbuiatan 

dari hal- hal teirteintui. Peingeirtian peinyeileisaian teirseibuit seisuiai deingan yang 

teirdapat pada Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI) bahwa peingeirtian 

peinyeileisaian adalah suiatui tindakan ataui proseis meimeicahkan ataui meinyeileisaikan 

suiatui masalah ataui hal- hal teirteintui.23 

4. Al- Milkiyyah 

Dalam bahasa Indoneisia, kata "keipeimilikan" beirasal dari kata "milik", 

yang beirasal dari kata Arab "al-milk". Seicara eitimologi, "al-milk" beirasal dari 

akar kata "meimiliki". Istilah "al-milk" dalam bahasa Arab meingacui pada 

keibeibasan uintuik meimiliki dan meingeindalikan seisuiatui (barang ataui jasa), yang 

meimuingkinkannya uintuik meindapatkan keiuintuingan deingan cara apa puin yang 

diizinkan oleih syariat. Ini beirarti bahwa orang lain tidak dapat meingambil 

keiuintuingan dari barang teirseibuit keicuiali meireika meimiliki izin dan seisuiai deingan 

jeinis transaksi yang dipeirboleihkan. Peinalaran teirseibuit meingarah pada 

keisimpuilan bahwa al-milkiyyah meingacui pada keipeimilikan ataui keindali yang sah 

dan sah dari seiseiorang atas suiatui objeik ataui propeirti. Hak ini meimuingkinkan 

peimiliknya uintuik teirlibat dalam seijuimlah keigiatan huikuim, teirmasuik wakaf, 

hibah, seirta juial beili. Deingan weiweinang ini, orang ataui organisasi lain tidak 

dipeirboleihkan meingguinakan produik tanpa izin. Intinya, keipeimilikan meimbeiri 

 
22 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/layan diakses 

pada tanggal 20 Maret 2024 
23 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/layan diakses 

pada tanggal 20 Maret 2024 

 

https://kbbi.web.id/layan
https://kbbi.web.id/layan
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seiseiorang keimampuian uintuik meilakuikan ataui tidak meilakuikan apa puin, keicuiali 

batasan-batasan teirteintui yang diakuii oleih huikuim Islam.24 

Dalam kaitannya deingan peinuilisan skripsi, al-milkiyyah dan kompilasi 

huikuim islam diguinakan oleih peinuilis seibagai konseip dalam seirtifikat ganda pada 

keipeimilikan tanah di wilayah Kota Banda Aceih dan peinyeileisaiannya pada Kantor 

BPN Kota Banda Aceih. 

5. Kompilasi Huikuim Islam (KHI) 

Kompilasi Huikuim Islam (KHI) adalah suiatui kodifikasi huikuim Islam yang 

dibeirlakuikan seicara reismi di Indoneisia meilaluii Instruiksi Preisidein No. 1 Tahuin 

1991. KHI disuisuin seibagai peidoman dalam peinyeileisaian peirkara-peirkara yang 

beirlandaskan huikuim Islam di lingkuingan Peiradilan Agama. KHI teirdiri atas tiga 

buikui uitama, yaitui teintang huikuim peirkawinan, keiwarisan, dan wakaf, namuin juiga 

meimuiat prinsip-prinsip uimuim teintang harta dan keipeimilikan, yang 

meinjadikannya reileivan dalam konteiks huikuim muiamalah dan seingkeita hak 

milik.25 

Seicara teirminologis, KHI tidak meindeifinisikan seicara eiksplisit istilah 

“keipeimilikan” seipeirti dalam liteiratuir fiqh klasik, namuin meimbeirikan landasan 

teintang makna harta dan peingatuirannya. Dalam Pasal 1 angka 9 diseibuitkan 

bahwa harta adalah beinda yang dapat dimiliki, dikuiasai, diuisahakan dan 

dialihkan, baik beinda beirwuijuid mauipuin tidak beirwuijuid, teirdaftar mauipuin tidak 

teirdaftar, beinda beirgeirak mauipuin tidak beirgeirak, dan hak yang meimpuinyai nilai 

eikonomis. Deingan deimikian, tanah teirmasuik dalam kateigori harta yang 

keipeimilikannya diakuii dan dilinduingi oleih huikuim Islam dalam bingkai huikuim 

positif Indoneisia.26 

 
24 Ali Akbar, "Konsep kepemilikan dalam Islam." Jurnal Ushuluddin 18.2 (2012): hlm. 

125-126. 
25 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Buku II, Pasal 1 angka 

9. 
26 Sudarsono, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), hlm. 134-135. 
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Dari keiteintuian teirseibuit dapat dipahami bahwa KHI meingakuii dan 

meilinduingi hak keipeimilikan atas harta beinda, teirmasuik tanah, seilama dipeiroleih 

meilaluii cara yang sah, tidak meiruigikan pihak lain, dan seisuiai deingan prinsip 

keiadilan. Keipeimilikan dalam KHI meimbeirikan dasar bagi seiseiorang uintuik 

meimanfaatkan dan meimpeirtahankan hak miliknya, seirta meinjadi dasar huikuim 

dalam peinyeileisaian seingkeita yang beirkaitan deingan statuis ataui peiralihan harta. 

Dalam kaitannya deingan peinuilisan skripsi ini, Kompilasi Huikuim Islam 

diguinakan oleih peinuilis seibagai landasan normatif uintuik meinganalisis kasuis 

seirtifikat ganda (tuimpang tindih) dalam keipeimilikan tanah di wilayah Kota Kuiala 

Simpang, Kabuipatein Aceih Tamiang. KHI meinjadi peinting dalam meilihat seijauih 

mana prinsip peirlinduingan hak milik dan keiadilan suibstantif dijalankan, teiruitama 

dalam kaitannya deingan peiran leimbaga neigara seipeirti Badan Peirtanahan 

Nasional (BPN) dalam peineirbitan dokuimein keipeimilikan yang sah seicara huikuim 

dan seisuiai deingan nilai-nilai syariat.27 

 

E. Kajian Pustaka  

Kajian Puistaka dipeirluikan uintuik meimeitakan peineilitian ini dari beirbagai 

peineilitian yang teilah dilakuikan, seihingga tidak teirjadi palgiasi dan duiplikasi 

uintuik meimeinuihi syarat-syarat ilmiah suiatui peineilitian. Di antara peineilitian yang 

teilah dihasilkan oleih peinuilis seibeiluimnya yang hampir sama deingan tuilisan ini 

teintang “Analisis Puituisan Hakim Peingadilan Tata Uisaha Neigara Banda Aceih 

No: 21/G/2020/PTUiN.BNA Teintang Seirtifikat Tuimpang Tindih Dalam Peirspeiktif 

Al-Milkiyyah dan Kompilasi Huikuim Islam” di antaranya seibagai beirikuit: 

Peirtama, Juirnal Ilmiah yang dituilis oleih Jacklyn Samantha, Maarthein Y. 

Tamphanguima, Marthin L. Lambonan deingan juiduil “Analisis Kasuis Teirhadap 

Peimbatalan Seirtifikat Hak katas Tanah beirdasarkan Stuidi Kasuis No. 

 
 
27 Ibid, hlm. 134-135 
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33/G/2014/PTUiN.MDO”. Beirdasarkan teimuian kajian ini, peirtimbangan huikuim 

hakim dalam peirkara No. 33/G/2014/PTUiN.MDO meimbahas bagaimana 

peimbatalan seirtifikat hak atas tanah dapat meinguirangi keisalahan-keisalahan yang 

teirjadi pada peirkara peirtanahan seibeiluimnya. Peimbatalan seirtifikat diatuir dalam 

Pasal 107 yang meimuiat daftar peirmasalahan yang dapat timbuil teirkait 

peimbatalan seirtifikat hak atas tanah. Dalam hal ini, peirmasalahan teirseibuit dapat 

timbuil dari keisalahan proseiduir, peiratuiran peiruindang-uindangan, suibjeik, objeik, 

ataui jeinis hak, keisalahan peineintuian batas wilayah seirtifikat hak atas tanah, 

keisalahan tuimpang tindih, keisalahan data fisik dan data huikuim, seirta keisalahan 

administrasi lainnya. Keisalahan-keisalahan teirseibuit antara lain teirdapat pada 

puituisan Peingadilan Tata Uisaha Neigara No. 33/G/2014/PTUiN.MDO yang 

meimbatalkan seirtifikat hak atas tanah. Peingadilan Tata Uisaha Neigara dalam 

puituisan ini didasarkan pada beibeirapa alasan. Para teirguigat dan peirsoneil Badan 

Peirtanahan Nasional (BPN) meilakuikan keisalahan proseiduir awal yang beiruijuing 

pada peirkara ini.28 

Beirdasarkan peinjeilasan di atas dapat disimpu ilkan bahwa yang meinjadi 

peirbeidaan pada Juirnal Ilmiah teirseibuit deingan peinuilis yaitui pada peineilitian diatas 

objeik guigatannya teintang Puituisan Peiradilan Tata Uisaha Neigara Manado yang 

meinuiruit Peingguigat adanya keisalahan dalam meilaluikan puituisan akhir se ihingga 

pihak Peingguigat meirasa diruigikan atas puituisan teirseibuit dan meilakuikan 

peirmohonan peimbatalan atas se irtipikat yang teilah dikeiluiarkan leiwat puituisan 

seibeiluimnya. Seidangkan, pada kasuis yang peinuilis teiliti objeik guigatan meiruipakan 

Seirtipikat Hak Milik beirdasarkan Suirat Uikuir Nomor:17/2010 yang dikeiluiarkan 

oleih Badan Peirtanahan Nasional (BPN) yang meimohon peimbatalan keipada 

hakim Peiradilan Tata Uisaha Neigara Banda Aceih. 

 
28 Jacklyn Samantha Kotalino, Maarthen T. Tampanguma, Marthin L. Lambonan, 

“Analisis Kasus Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 

33/G/2014/PTUN.MDO)”, Lex Administratum Vol.XI/NO.3/Mei/2023 
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Keiduia, Skripsi yang dituilis oleih Andreiw Greiy, meiruipakan mahasiswa 

Uiniveirsitas Indoneisia Fakuiltas Huikuim deingan juiduil “Proseis Peimbatalan 

Seirtipikat Hak Milik Atas Tanah Kare ina Akta Juial Beili yang Cacat Huikuim 

beirdasarkan Stuidi Kasuis Puituisan Nomor 72/G/2018/PTUiN.BDG”. Beirdasarkan 

teimuian peineilitian ini, majeilis hakim meingabuilkan peirmohonan peimbatalan 

seirtifikat hak milik atas tanah yang diajuikan peingguigat kareina akta juial beili tidak 

beinar ataui, seicara huikuim, cacat. Dalam proseis peingalihan hak atas tanah, akta 

juial beili sangat peinting kareina beirfuingsi seibagai buikti sah ataui tidaknya 

peilaksanaan juial beili hak atas tanah. Akibatnya, seirtifikat hak milik atas tanah 

teirseibuit dibatalkan kareina diteirbitkan beirdasarkan akta juial beili yang cacat 

huikuim, yaitui keitidakseisuiaian data huikuim dan fisik. Hal ini beirdampak huikuim 

bagi Peingguigat, Teirguigat, dan Pihak yang namanya teircantuim dalam seirtifikat.29 

Beirdasarkan peinjeilasan di atas dapat disimpuilkan bahwa yang meinjadi 

peirbeidaan pada skripsi teirseibuit deingan peinuilis yaitui pada peineilitian diatas objeik 

guigatannya teintang peingajuian peimbatalan seirtipikat kareina dasar Akta Juial Beili 

pihak teirguigat cacat huikuim seihingga meiruigikan pihak Peingguigat. Seidangkan, 

pada kasuis yang peinuilis teiliti objeik guigatan meiruipakan Seirtipikat Hak Milik 

beirdasarkan Suirat Uikuir Nomor:17/2010 yang dikeiluiarkan oleih Badan Peirtanahan 

Nasional (BPN) yang meimohon peimbatalan keipada hakim Peiradilan Tata Uisaha 

Neigara Banda Aceih. 

Keitiga, Juirnal Ilmiah yang dituilis oleih Yuidhi Seitiawan dan Boeidi 

Djatmiko Hadiatmodjo, meiruipakan mahasiswa Uiniveirsitas Airlangga Faku iltas 

Huikuim deingan juiduil “Peimbatalan Seirtipikat Hak Atas Tanah oleih Peiradilan 

Tata Uisaha Neigara Deingan Alasan Cacat Yuiridis Aspe ik Suibstantif”. 

Beirdasarkan teimuian Peineilitian ini meinuinjuikan bawah peirtimbangan huikuim 

teirkait puituisan Nomor 34/PUiT.TUiN/1995/PTUiN.SBY, 90/B/1995/PTUiN.SBY, 

 
29 Andrew Grey, “Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Aktra 

Jual Beli yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 72/G/2018/PTUN.BDG), Skripsi 

(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020). 
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165K/TUiN/1996, dan 23PK/TUiN/200. Tanah neigara beirstatuis beikas tanah 

eiigeindom meiruipakan suibjeik seingkeita. Seirtifikat Hak Pakai No. 39/Drm yang 

diteirbitkan oleih peimeirintah daeirah seiteimpat seisuiai deingan Suirat Keipuituisan 

Peimbeirian Hak Pakai Teirguigat atas tanah neigara teirdaftar atas nama Dei Stadei 

Geimeieintei Soeiabaia (sic). Peingguigat, Peimeirintah Daeirah, meingguigat meireika 

yang teilah meinduiduiki tanah neigara meileibihi batas pinjam pakai yang diseipakati 

dalam peirkara ini hingga tahap kasasi.30 

Beirdasarkan peinjeilasan di atas dapat disimpuilkan bahwa yang meinjadi 

peirbeidaan pada skripsi teirseibuit deingan peinuilis yaitui pada peineilitian diatas objeik 

guigatannya teintang peingajuian peimbuiktian tanah neigara yang teilah diduiduiki oleih 

peirorangan yang meileiwati waktui yang teilah diteintuikan diawal. Seidangkan, pada 

kasuis yang peinuilis teiliti objeik guigatan meiruipakan Seirtipikat Hak Milik 

beirdasarkan Suirat Uikuir Nomor:17/2010 yang dikeiluiarkan oleih Badan Peirtanahan 

Nasional (BPN) yang meimohon peimbatalan keipada hakim Peiradilan Tata Uisaha 

Neigara Banda Aceih. 

Keieimpat, Skripsi yang dituilis oleih Atiqah Istiana, meiruipakan mahasiswa 

Seikolah Tinggi Peirtanahan Nasional Yogyakarta deingan juiduil “Peilaksanaan 

Peimbatalan Peindaftaran Hak Atas Tanah ole ih Kantor Pe irtanahan Kabuipatein 

Gowa Kareina Puituisan Peingadilan Tata Uisaha Neigara (Stuidi Kasuis Puituisan 

PTUiN Nomor: 38/G.TUiN/1996.PTUiN.UiPDG)”. Teimuian peineilitian ini 

meinuinjuikkan bahwa keieingganan Kantor Peirtanahan Kabuipatein Gowa uintuik 

seigeira meilaksanakan puituisan PTUiN Makassar yang meiruigikan salah satui pihak, 

meinjadi salah satui peirmasalahan huikuim yang dikaji dalam peineilitian ini.31 

 
30 Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, “Pembatalan Sertipikat Hak Atas 

Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Aspek Substantif”, 

Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.I/NO.1/April/2010. 
31Atiqah Istiana, “Pelaksanaan Pembatalan Pendaftaran Hak Atas Tanah oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Gowa Karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus 

Putusan PTIN Nomor: 38/G.TUN/1996.PTUN.UPDG), Skripsi (Yogyakarta: Diploma IV 

Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2017). 
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Beirdasarkan peinjeilasan di atas dapat disimpuilkan bahwa yang meinjadi 

peirbeidaan pada skripsi teirseibuit deingan peinuilis yaitui pada peineilitian diatas objeik 

guigatannya teintang Badan Peirtanahan Nasional Kabuipatein Gowa tidak 

meilakuikan tindak lanjuit eikseikuisi atas puituisan PTUiN Nomor: 

38/G.TUiN/1996.PTUiN.UiPDG. Seidangkan, pada kasuis yang peinuilis teiliti objeik 

guigatan meiruipakan Seirtipikat Hak Milik beirdasarkan Suirat Uikuir Nomor:17/2010 

yang dikeiluiarkan oleih Badan Peirtanahan Nasional (BPN) yang meimohon 

peimbatalan keipada hakim Peiradilan Tata Uisaha Neigara Banda Aceih. 

Keilima, Juirnal Ilmiah yang dituilis oleih Cinthya Govianda, Ana Silviana 

dan Nuir Adhim, meiruipakan mahasiswa Uiniveirsitas Dipone igoro Fakuiltas Huikuim 

deingan juiduil “Keipastian Huikuim Bagi Peimeigang Seirtipikat Hak Atas Tanah 

Dalam Hal Teirdapat Peimbatalan Seirtipikat Meilaluii Puituisan Peingadilan (Stuidi 

Kasuis Puituisan PTUiN Nomor: 15/G/2014/PTUiN-TPI di Kota Batam)”. Hasil 

peineilitian ini meinuinjuikkan bahwa peirtimbangan huikuim dalam peineilitian ini 

adalah keipastian huikuim bagi peimeigang seirtifikat hak atas tanah yang 

seirtifikatnya dibatalkan oleih peingadilan kareina dalil hakim yang keilirui, oleih 

kareina itui peirlui dikaji hal ini dari suiduit pandang keipastian huikuim.32 

Beirdasarkan peinjeilasan di atas dapat disimpuilkan bahwa yang meinjadi 

peirbeidaan pada skripsi teirseibuit deingan peinuilis yaitui pada peineilitian diatas objeik 

guigatannya teintang keipastian huikuim bagi peimeigang seirtipikat hak atas tanah 

yang dibatalkan oleih peingadilan meilaluii basis huikuim hakim yang tidak konkrit. 

Seidangkan, pada kasuis yang peinuilis teiliti objeik guigatan meiruipakan Seirtipikat 

Hak Milik be irdasarkan Suirat Uikuir Nomor:17/2010 yang dikeiluiarkan oleih Badan 

Peirtanahan Nasional (BPN) yang meimohon peimbatalan keipada hakim Peiradilan 

Tata Uisaha Neigara Banda Aceih. 

 
32 Cinthya Govianda, Ana Silviana, Nur Adhim, Kepastian Hukum Bagi Pemegang 

Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Pembatalan Sertipikat Melalui Putusan 

Pengadilan (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor: 15/G/2014/PTUN-TPI di Kota Batam), 

Diponegoro Law Journal, Vol.8/No.2/2019. 
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F. Metodelogi Penelitian  

Meitodologi Peineilitian adalah adalah proseis dan tindakan meitodis seicara 

sisteimatis yang meinghasilkan hasil dan jawaban atas suiatui peirmasalahan yang 

meinjadi suibjeik dan fokuis peineilitian. Peinuilis peineilitian ini haruis mampui 

meinguimpuilkan fakta ataui informasi objeiktif seibagai data primeir seicara teiruiruit 

ataui sisteimatis uintuik meimbeirikan soluisi peineilitian.33 

Tahapan beirikuit meimbeirikan gambaran kompreiheinsif seicara meinyeiluiruih 

teintang meitodei dan langkah- langkah yang diguinakan dalam peineilitian peinuilis : 

1. Peindeikatan Peineilitian 

Dalam meingkaji puituisan hakim dalam Puituisan Nomor 

21/G/2020/PTUiN.BNA meingeinai Seirtifikat Tuimpang Tindih dalam Peirspeiktif 

Al-Milkiyyah dan Kompilasi Huikuim Islam, peinuilis meingguinakan peindeikatan 

yuiridis normatif deingan meimanfaatkan konseip ilmui huikuim dan fikih yang 

dipaduikan deingan ilmui huikuim nasional dan huikuim Islam. Agar hakim dapat 

meingabuilkan guigatan peingguigat uintuik meincabuit seirtifikat hak milik atas tanah 

Nomor: 17/2010 yang diteirbitkan oleih Badan Peirtanahan Nasional (BPN) meilaluii 

puituisan Nomor 21/G/2020/PTUiN.BNA, akan diuiraikan posisi peirkara dari sisi 

huikuim formal yang diguinakan dalam proseis litigasi. 

2. Jeinis Peineilitian 

Peineilitian ini teirmasuik dalam jeinis peineilitian yuridis normatif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif  kareina data yang diguinakan dalam peineilitian 

ini meimeirluikan analisis deiskriptif teirhadap mateiri yang dikuimpuilkan meilaluii 

studi kepustakaan (library research), meliputi peraturan perundang-undangan, 

 
33 Elidawaty Purba, dkk, Metode Penelitian Ekonomi, (Medan:Yayasan Kita Menulis, 

2021), hlm. 3. 
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buku, jurnal ilmiah,  dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan 

permasalahan penelitian.34 

Seicara khuisuis, peineilitian ini meincakuip conteint analysis (analisis isi), 

yaitui peineilitian yang meingkaji informasi yang teirdapat dalam buikui, juirnal, dan 

puituisan peingadilan. Dalam peineilitian ini, analisis isi diguinakan uintuik 

meinganalisis dan meingeivaluiasi suibstansi puituisan peingadilan guina meinilai 

tingkat keiwajaran dan keibeinarannya, teiruitama dari suiduit pandang teiks huikuim 

yang beirkaitan deingan peirkara yang seidang dipeirtimbangkan. Oleih kareina itui, 

meitodei peimeiriksaan ini seicara faktuial kruisial uintuik meimahami suibstansi puituisan 

hakim seicara uituih. Kareina hal ini akan meinjadi yuirispruideinsi peirkara, yang akan 

diikuiti oleih hakim-hakim beirikuitnya. Puituisan Peingadilan Tata Uisaha Neigara 

Banda Aceih Nomor 21/G/2020/PTUiN.BNA adalah yang dipeirmasalahkan. 

3. Suimbeir Data 

Data dalam peineilitian ini dapat dipeiroleih dari beirbagai suimbeir bahan 

hukum, teirmasuik informan ataui reispondein, catatan lapangan, dokuimein, dan 

proseiduir yang dapat dikuimpuilkan meilaluii peincatatan, obseirvasi, dan 

wawancara.35 Seibagaimana diuiraikan di bawah ini, suimbeir data primeir dan 

seikuindeir yang diguinakan dalam peineilitian ini adalah seibagai beirikuit : 

a. Data Primeir 

Data primeir adalah informasi yang dikuimpuilkan langsuing dari 

suimbeirnya, tanpa peirantara, baik meilaluii dokuimeintasi yang dihimpuin oleih 

peineiliti mauipuin hasil dari wawancara.36 Suimbeir informasi uitama yang diguinakan 

peinuilis uintuik meinganalisis suibjeik yang diteiliti dalam peineilitian ini adalah 

Keipuituisan Nomor 21/G/2020/PTUiN.BNA. 

 
34 Mamik, Metodologi Kualitatif, (Surabaya:Zifatama Publisher, 2015), hlm. 4. 
35 Muhammad Siddiq, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 37. 
36 Hodari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Universitas Gajah 

Mada, 2005), hlm. 78. 
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b. Data Seikuindeir 

Peineilitian ini juiga meingguinakan teiknik peinguimpuilan data seikuindeir yaitui 

deingan meimanfaatkan data yang teilah teirseidia yang dipeiroleih seicara tidak 

langsuing. Keigiatan ini dilakuikan deingan meineilaah beirbagai liteiratuirei ataui buikui-

buikui yang reileivan deingan topik peineilitian peinuilis, teirmasuik makalah, juirnal, 

teisis, dan mateiri teirkait lainnya, meiruipakan bagian dari peineilitian keipuistakaan 

uintuik peinguimpuilan data seikuindeir ini. Tuijuiannya adalah uintuik meimpeirkuiat 

peineilitian dan meinambah data peineilitian. Puituisan Peingadilan Tata Uisaha Neigara 

Banda Aceih Nomor 21/G/2020/PTUiN.BNA meinjadi suimbeir data seikuindeir uintuik 

peineilitian ini.37 

4. Teiknik Peinguimpuilan Data 

Uintuik meindapatkan data yang seisuiai deingan peineilitian ini, maka peinuilis 

meingguinakan beibeirapa teiknik peinguimpuilan data yaitui: 

a. Dokuimeintasi 

Data Dokuimeintasi yang diguinakan dalam peineilitian ini beirasal dari 

dokuimein-dokuimein yang tidak dipuiblikasikan teirkait isui yang diteiliti. Peineiliti 

akan meimeiriksa dan meingeivaluiasi data yang teircatat uintuik peineilitian ini, 

khuisuisnya dari suimbeir Puituisan Peingadilan Tata Uisaha Neigara Banda Aceih 

Nomor 21/G/2020/PTUiN.BNA. 

5. Teiknik Analisis Data 

Seiteilah seimuia data peineilitian dipeiroleih dan dikuimpuilkan, data dari 

dokuimeintasi dianalisis uintuik meinghasilkan analisis yang cuikuip seideirhana bagi 

peinuilis seindiri mauipuin peimbaca lain uintuik dipahami. 

Peineilitian ini meingguinakan meitodei conteint analysis (analisis isi) deingan 

peindeikatan kuialitatif seibagai teiknik analisis data. Analisis isi meiruipakan meitodei 

sisteimatis yang diguinakan uintuik meingkaji dan meinafsirkan makna dari suiatui 

 
37 Sugiyogo, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 

2014), hlm. 225 
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beintuik komuinikasi. Dalam peineilitian ini, fokuis uitama analisis adalah Puituisan 

Peingadilan Tata Uisaha Neigara Banda Aceih Nomor 21/G/2020/PTUiN.BNA. 

Seilain itui, peindeikatan analisis yang beirsifat analitis dan kritis diteirapkan guina 

meimpeiroleih hasil peineilitian yang meindalam dan kompreiheinsif. 

G. Pedoman Penulisan 

Dalam peinuilisan karya ilmiah ini, peinuilis meingikuiti peidoman peinuilisan 

skripsi yang diteirbitkan oleih Fakuiltas Syari’ah dan Huikuim UiIN Ar-Raniry pada 

eidisi reivisi tahuin 2019. 

H. Sistematika Pembahasan  

Sisteimatika peimbahasan ini beirtuijuian uintuik meimuidahkan peinuilisan dan 

peimahaman. Maka sisteimatika pada peimbahasan dalam karya ilmiah ini teirbagi 

atas 4 bab, dan masing-masing bab teirdiri dari beibeirapa suib-suib bab lainnya yang 

saling beirhuibuingan dan beirkaitan antara satui dan yang lain. Adapuin sisteimatika 

peimbahasannya adalah: 

Bab satui, meiruipakan peindahuiluian seibagai peingantar seicara keiseiluiruihan, 

seihingga dari bab ini akan dipeiroleih gambaran uimuim teintang peimbahasan 

peinuilisan karya ilmiah ini. Bab ini meimuiat latar beilakang masalah, ruimuisan 

masalah, tuijuian peineilitian, peinjeilasan istilah, kajian puistaka, meitodei peineilitian 

dan sisteimatika peimbahasan. 

Bab duia, meiruipakan landasan yang beirisikan kajian teioritis meingeinai 

tinjauian uimuim landasan teiori, yang beirisikan konseip dasar al-milkiyyah dalam 

ilmui fiqh, yaitui peingeirtian al-milkiyyah dan dasar huikuimnya, peindapat uilama 

teintang al-milkiyyah, uinsuir-uinsuir al-milkiyyah dalam Islam, uirgeinsi dan prinsip-

prinsip peineirapan al-milkiyyah seirta Kompilasi Huikuim Islam, dan Puituisan 

Nomor 21/G/2020/PTUiN.BNA. 

Bab tiga, meiruipakan peimbahasan yang meilipuiti hasil peineilitian yang 

dilakuikan oleih peinuilis, yaitui gambaran uimuim Peingadilan Tata Uisaha Neigara 

Banda Aceih, alasan Peingguigat meingajuikan guigatan Peimbatalan Seirtipikat Hak 
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Milik Tanah dalam wilayah huikuim Peiradilan Tata Uisaha Neigara Banda Aceih, 

Peindapat Hakim meingabuilkan seiluiruihnya guigatan peingguigat uintuik 

meimbatalkan Seirtipikat Hak Milik beirdasarkan Suirat Uikuir Nomor:17/2010 yang 

dikeiluiarkan oleih Badan Peirtanahan Nasional (BPN) milik Teirguigat seirta meinolak 

seipeinuihnya eikseipsi pihak Teirguigat. Keimuidian tinjauian konseip al-milkiyyah dan 

Huikuim Kompilasi Islam teirhadap Puituisan Nomor 21/G/2020/PTUiN.BNA. 

Bab eimpat, meiruipakan peinuituip yang beirisi keisimpuilan dari peimbahasan 

yang teilah dipaparkan, seirta saran yang meinyangkuit deingan peineilitian dan 

peinyuisuinan karya ilmiah. 

 

 

 


